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ABSTRAK 

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia 

yang bebas dan mandiri dan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Banyaknya kasus 

korupsi maupun penyalahgunaan keuangan negara yang telah terjadi dalam 

pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan 

rupiah di tahun 2017. Badan Pemeriksa Keuangan berperan penting dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Badan pemeriksa Keuangan 

dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya 

pemerintah pusat serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal dan spesifikasi 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data 

berupa studi lapangan yakni wawancara di BPK RI. Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode analisis kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan  tugas Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara pemerintah pusat tahun 2017 terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: 

perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan 

meliputi tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan memuat opini Wajar 

Tanpa Pengecualian, pemeriksaan kinerja memuat kesimpulan belum sepenuhnya 

efektif, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan belum 

sepenuhnya sesuai. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia adalah keterbatasan anggaran biaya untuk melakukan 

pemeriksaan. Upaya yang diakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia yaitu dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dengan 

memprioritaskan obyek pemeriksaan agar penggunaan anggaran lebih efisien. 
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